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ABSTRAK 

ALDI, 2022. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Karya Tulis Ilmiah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahmmadiyah Makassar. Dibimbing 

oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak A.Arifwangsa 

Adiningrat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Majene. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan reduksi kata, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene 

masih belum maksimal dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

perangaruhi oleh waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan hari libur. 

Kata Kunci: Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah. 
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ABSTRACT 

ALDI, 2022. The Role ofb regional texas and regional levies on local 

revenue (PAD) in Majene. Scientific paper from the faculty of economics and 

business, University of muhammadiyah Makassar. Supervised by advisor I 

Mr.Rustan and Advisor II Mr. A.Arifwangsa 

This study aims to find out how the role of local taxes and regional levies 

for local revenue in majene regency. The research method used is qualitative 

with data collection techniques used, namely literature study, observation, 

interview and documentation and  using data collection tehcniques by reducing 

words and drawing conclusions 

The results of this study indicate that the role of local taxes and regional 

levies of local revenue (PAD) in majene regency still not maximized and ustable 

due to local revenue(PADinfluenced by certain times such as holidays and 

holidays. 

keywords:the role of local taxes and regional levies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia sendiri, pajak merupakan salah satu pendapatan terpenting bagi setiap 

daerah. Singkatnya, tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah alat bagi 

pemerintah untuk mencapai tujuan mereka menghasilkan pendapatan langsung dan tidak 

langsung dari masyarakat.  

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang lebih 

menekankan pada otonomi daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terkait pemerataan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri, dengan mempertimbangkan potensi 

intervensi pemerintah. Wilayah memiliki hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan 

sumber daya keuangannya, tergantung pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 

berkembang di wilayah tersebut. Otonomi daerah harus dicapai secara realistis dan 

bertanggung jawab. 

Iuran Wajib Pajak ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mengambil tindakan wajib.  

Kewajiban atau Kewajiban Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

adalah pajak daerah sebagai pembayaran atau jasa. Penerbitan izin khusus tertentu yang 

semula dan/atau langsung diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan kotamadya.
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Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah. 

Pemungutan pajak adalah penyerahan kekayaan dari rakyat kepada negara, dan hasilnya 

juga dikembalikan kepada masyarakat Kabupaten Magene. Pajak dipungut oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh Presiden melalui Sekretaris 

Perbendaharaan ... melalui pelaksanaan ... Saya bersama Dirjen Pajak.  

Pajak daerah kemudian dipungut oleh kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati. 

Pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah memiliki prospek yang 

sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pajak daerah perlu dikelola secara 

profesional dan transparan agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya 

terhadap APBD. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan 

dapat membantu pendanaan daerah untuk melaksanakan otonomi atau mengatur dan 

mengelola anggarannya sendiri, serta penerimaan pemerintah dalam bentuk subsidi atau 

subsidi. Sumber retribusi diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Dalam rangka mendukung adanya otonomi daerah yang maju dan sejahtera, 

daerah diharapkan menghadapi tantangan untuk menyempurnakan strategi dalam rencana 

pembangunan yang akan diambil, dan keberadaan undang-undang otonomi daerah 

memiliki peluang yang lebih besar di daerah. . Selidiki potensi sumber pendapatan daerah 

dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang memberi pemerintah prioritas utama 

lebih banyak fleksibilitas. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang yang 

memperhitungkan potensi, terutama pajak hotel. 
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Seperti halnya pemerintah, provinsi dan kota di seluruh Indonesia, Kabupaten 

Magene merupakan salah satu daerah yang telah diberikan otonomi daerah untuk 

mengelola anggarannya sendiri. Kabupaten Magene diharapkan mampu mengelola sendiri 

dan memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayahnya untuk kelangsungan dan 

pembangunan wilayah.  

Potensi instansi besar perlu dikembangkan untuk meningkatkan citra daerah. 

Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan dan 82 kecamatan: Banggae, Banggae Timur, 

Pamboang, Sendana, Tammerod Sendana, Tubosendana, Marunda dan Ulmanda. Dengan 

luas total 947,85 km, ibu kota kabupaten ini terletak di perkotaan kabupaten Bange seluas 

5.525 km sebelah selatan jalan raya utama, dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 

perjalanan. 4 jam dari ibu kota Sulawesi Barat , ± 120 Km. Wilayah Kabupaten Magene 

wilayah Ulmanda merupakan wilayah terluas yaitu 456,01 Km , disusul wilayah Marunda 

yaitu 187,65 Km2. . 

Otonomi daerah harus mampu membawa perubahan positif di daerah dalam hal 

kapasitas swa-regulasi lokal. Kewenangan ini adalah mimpi karena sistem pemerintahan 

yang terpusat cenderung menarik daerah-daerah yang tidak sepenting pelaku/pelaku 

pinggiran seperti pelaku pembangunan. Akibat pelaksanaan desentralisasi, perubahan 

hubungan pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah otonom sejak pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan 

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.  

Realitas yang terjadi di Kabupaten Majene terkait dengan pendapatan. Anda perlu 

meningkatkan alokasi daerah lagi. Tabel berikut menunjukkan tujuan dan tujuan yang 

dapat dicapai dalam penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Majene. 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 

2014-2018 

Tahun Target Penerimaan 

Retribusi Daerah 

Realisasi 

Penerimaan 

Retribusi Daerah 

Presentase (%) 

2014 Rp.49.319.772.299 Rp.43.910.442.192 89,03% 

2015 Rp. 13.151.511.500 Rp.12.086.249.408 91,90% 

2016 Rp. 13.636.174.600 Rp.12.192.213.718,- 89,41% 

2017 Rp. 15.366.796.590 Rp.13.489.672.392,- 87,78% 

2018 Rp. 16.433.115.000 Rp.11.972.151.215,- 70,71% 

Sumber : Pendapatan asli  Daerah.. Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir dari 

2014  sampai 2018 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magene menyikapi 

masalah yang berkaitan erat dengan pajak daerah secara serius dan mengoptimalkan 

peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga secara umum dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan yuan daerah. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mungkin tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai peran pajak daerah dan pungutan daerah terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) mayoritas. " 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang , peneliti membuat pernyataan pertanyaan. Apa peran 

pajak lokal dan lokal dalam pendapatan lokal dari lembaga utama? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk merumuskan masalah yang dibuat adalah: Menemukan 
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peran pajak dan tarif daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magene. 

D. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai :  

1. Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk pengambilan keputusan di masa 

mendatang 

2. Sebagai acuan untuk pekerjaan serupa di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pajak Daerah 

Secara umum pengertian pajak adalah salah satu pendapatan pemerintah yang 

dihasilkan dari masyarakat, dan pendapatan tersebut dikembalikan kepada pemerintah. 

Menurut Djajadinigrat (2009), pajak dapat memberikan kepada negara sebagian kekayaan 

yang disebabkan oleh situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberinya status tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut aturan yang telah ditetapkan.  

Hal ini dapat dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tidak ada hubungan timbal balik 

negara secara langsung untuk mengamankan kepentingan umum. Di sisi lain, pajak 

Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) adalah pembayaran wajib ke negara dan 

dikenakan atas pendapatan aset pribadi yang memprioritaskan pembiayaan pengeluaran 

pemerintah. 

2. Jenis-Jenis Pajak 

Jenis pajak umumnya dibagi menjadi tiga kelompok, dan ketika mengklasifikasikan 

jenis pajak tersebut, Abdul (2001) mengklasifikasikan jenis pajak sebagai berikut: 

a. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu: 

1.) Pajak langsung; , yaitu kewajiban membayar pajak yang menjadi beban Wajib 

Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada 

orang lain.  

2.)  Pajak tidak langsung; , yaitu kewajiban membayar pajak yang dapat 

dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini timbul apabila ada 
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3.) kegiatan atau tindakan yang menimbulkan kewajiban perpajakan.  

b.  Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sifatnya.  

1) Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan mempertimbangkan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.  

2) Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut dalam bentuk suatu benda, keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Menurut kantor  

c.  Collector, itu dapat dibagi menjadi dua bagian.  

1) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan biasa digunakan untuk mendanai produksi negara. 

2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten, 

dan kota untuk mendanai belanja daerahnya masing-masing. 

4.) Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak terdiri 2 macam, yaitu : 

a. Fungsi Pembiayaan (Budgetair) 

 Sebagai sumber biaya bagi pemerintah untuk membayar setiap 

pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

 Untuk mengatur serta menjalankan tugas bagi pemerintah pada bidang sosial 

maupun ekonomi. 

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan  digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5.) Retribusi Daerah 

UU No. 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan hukum yang komprehensif, 

spesifik dan akuntabel untuk mengendalikan sumber daya keuangan seseorang. Dalam 
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mempelajari keuangannya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aliran pendapatan 

asli daerahnya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, pajak daerah sebagai sumber pendapatan awal suatu daerah harus diperhatikan 

oleh daerah di samping sumber-sumber lainnya. 

Retribusi dalam  secara umum yaitu penyebaran  Negara yang dilakukan pada 

mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah 

yang dapat kita paksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan 

disini yang dapat bersifat ekonomis karena siapa saja merasakan jasa balik dari 

pemerintah dikenakan iuran itu (Munawir, 1990:4). Lebih lanjut menurut suparmako 

(2002: 194) Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana 

kita dapat melihat ada hubungannya, antara balas jasa yang langsung diterima dan 

adanya balas jasa tersebut. 

Berdasarkan ketentuan ini, iuran pengguna hanyalah pendapatan dari upaya 

pemerintah negara bagian untuk menyediakan sarana dan prasarana yang terbukti 

bermanfaat baik bagi individu maupun anggota komunitas perusahaan. Uang sebagai 

pendapatan dari Kas daerah. Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk meneliti sumber 

dana dengan menunjuk jenis sumbangan selain yang ditentukan jika memenuhi kriteria 

yang ditentukan dan memenuhi kebutuhan kotamadya.  

Secara umum, perpajakan adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh 

penduduk kepada negara sesuai dengan layanan khusus yang diberikan negara kepada 

penduduk perorangan, atau pajak yang dikenakan oleh daerah sesuai dengan fasilitas 

dan layanan kotamadya (Mamesah, 1995). : 39). Soelarno mendefinisikan retribusi 

sebagai dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah. 

 "Penyelidikan pemerintah (pusat / kabupaten) terhadap entitas atau individu 

didasarkan pada norma-norma lama terkait dengan layanan yang diberikan. Sebagai 
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tanggapan atas permintaan langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang 

membutuhkan. 

Dari pendapatan-pendapatan yang disebut di  maka dapat dikemukakAn ciri- ciri dari 

retribusi daerah sebagai berikut: 

1. Pajak dibebankan berdasarkan wilayah  

2. Ada layanan lokal yang dapat ditangani dengan biaya tambahan.  

3. Pajak dipungut atas setiap orang yang menggunakan atau menggunakan jasa lokal.Nick 

Devas, (1989:40) Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah yaitu: 

a. Hasil (yieid) 

b. Keadilan (eguity) 

c. Efisiensi ekonomi (Economic Eficiency) 

d. Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement) 

e. Kesesuaian berbagai penerimaan daerah (Sustability As A Local Source) 

Kontribusi retribusi yang relatif konstan terhadap pendapatan Pemerintah 

Kabupaten/Kota memerlukan perhatian serius dari daerah. Secara teoritis, retribusi harus 

memainkan peran yang lebih besar, terutama di pemerintah daerah dan kota, dan 

berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai aturan umum, tugas setara 

dengan pajak. Pengertian pajak sama dengan bea masuk. Perbedaannya adalah bahwa 

imbalan atau imbalan itu signifikan dalam pembalasan langsung terhadap pembayar. 

Unsur-unsur khusus untuk retribusi adalah: 

a. Retribusi harus berdasarkan undang-undang.  

b.  Retribusi dapat diberlakukan. 

c. Koleksi menurut negara bagian.  

d. Digunakan sebagai keluaran publik. 

 

 



10 
 

 
 

6.) Jenis dan Golongan Retribusi Daerah 

Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Nomor 66 tentang Pajak Daerah di Republik 

Indonesia menyatakan bahwa ada tiga jenis pajak: pajak jasa umum, pajak jasa bisnis, 

dan royalti tertentu. 

a. Retribusi Jasa Umum 

Pembalasan layanan publik adalah layanan yang disediakan atau disediakan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kepentingan publik, untuk kepentingan 

individu atau organisasi. Jenis-jenis retribusi umum adalah: 

1. Pembalasan layanan Kesehatan 

2. Pembalasan atas sampah/layanan kebersihan  

3. Pembalasan atas imbalan pencetakan identitas dan dokumen status warga negara 

4.  Biaya pemakaman dan penguburan;  

5. Biaya layanan parkir umum  

6. Biaya layanan pasar  

7. Biaya pemeriksaan kendaraan  

8. Biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran  

9. Pembalasan atas pengembalian biaya pencetakan kartu Sepuluh Biaya ujian kapal 

penangkap ikan 

`Dalam pelaksanaannya, pembalasan atas pelayanan publik harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi ini pada dasarnya bebas pajak dan bukan merupakan retribusi jasa usaha 

atau retribusi izin tertentu.  

b. Dinas yang dimaksud adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  
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c. Selain melayani kepentingan dan kepentingan umum, pelayanan tersebut memberikan 

manfaat khusus kepada orang perseorangan atau badan hukum yang harus 

membayar pajak.  

d.  Layanan ini ditanggung oleh kompensasi.  

e.  Retribusi tersebut sesuai dengan pedoman nasional untuk pelaksanaannya.  

f. Pemungutan pajak dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat menjadi 

sumber pendapatan daerah. 

g.  Pembalasan dendam memungkinkan kami untuk memberikan layanan ini dengan 

layanan berkualitas (Suandy, 2002: 269 dalam tesis Maryani, 2004: 35). 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

dengan berpedoman pada prinsip komersial, antara lain: 

1.  Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan aset daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal.  

2.  Layanan kota tidak disediakan dengan benar oleh sektor swasta. Jenis-jenis 

pembalasan atas jasa bisnis adalah: 

1. Pembalasan karena menggunakan kekayaan lokal  

2. pembalasan terhadap hypermarket dan/atau toko Pembalasan untuk  

3. situs lelang  

4. Balas Dendam Tertinggi  

5.  Parkir hadiah khusus  

6. Hadiah Lokasi Akomodasi / Menginap / Villa;  

7. Pajak Rumah Potong Hewan;  

8. Pembalasan untuk Pelayanan Pelabuhan.  

9.  Kompensasi untuk fasilitas rekreasi dan olahraga. Sepuluh Hadiah penjualan 

produksi bisnis regional. 



12 
 

 
 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Royalti tertentu mengatur dan mengawasi kegiatan, termasuk pemanfaatan ruang, 

sumber daya alam, komoditas, fasilitas, dan penggunaan fasilitas tertentu, dalam rangka 

melindungi kepentingan umum dan menjaga stabilitas lingkungan. organisasi. Jenis 

pembalasan lisensi tertentu. 

1. Pembalasan Izin Mendirikan Bangunan;  

2. Izin lisensi untuk menjual minuman beralkohol.  

3. Retribusi izin pengalihan  

4. Pembalasan untuk izin rute  

5.  Pembalasan izin penangkapan ikan.  

Maksud penetapan pungutan untuk setiap jenis pembalasan di atas adalah 

untuk: 

1. Retribusi pelayanan publik ditetapkan berdasarkan kegiatan lokal, dengan 

memperhatikan biaya penyediaan pelayanan yang relevan, kapasitas masyarakat, 

dan aspek peradilan.  

2. Pembalasan atas jasa bisnis ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang wajar.  

3. Biaya lisensi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh 

biaya pengurusan lisensi yang bersangkutan.  

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika mencari pembalasan. 

1. Sehubungan dengan perpajakan wajib, pembalasan wajib biasanya dihindari dengan 

menunda dan ingin membayar kurang dari yang seharusnya Anda bayar.  

2. Sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi. Hal ini sangat berguna untuk 

menerapkan sistem pemungutan dan prosedur administrasi. Ini adalah sarana 

pengawasan pejabat eksekutif dan merupakan pembalasan wajib untuk mencegah 

kebocoran atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam rasionalisasi pengumpulan 

pendapatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengecekan data dengan instansi 
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terkait, penetapan biaya, pengumpulan royalti staf yang disiplin waktu, penyetoran, 

pembukuan dan pelaporan.  

3.  Jika Anda seorang Retriever / Officer, Retributor atau Retaliation Officer, Anda harus 

memiliki pola pikir, sikap, dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas Anda. 

1. Kecukupan 

2. Keadilan. 

3. Kemudahan Administrasi 

4. Kesepakatan Politis 

6.  konsep Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan aliran pendapatan yang harus terus didorong 

oleh pertumbuhannya. Dalam otonomi masyarakat ini, pemerintah daerah sangat terlibat 

dalam mendanai pembangunan masyarakat dan melayani masyarakat.  

Menurut Warsito (2001: 128), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah 

yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah perseorangan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mewujudkan 

otonomi daerah diperlukan penguatan pengelolaan guna meningkatkan pendapatan asli 

daerah guna menyeimbangkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan 

serta mendukung terciptanya peralatan yang bersih dan bertanggung jawab. 

Sedangkan menurut Herlina (2005:38), pendapatan asli suatu daerah berasal dari 

hasil pajak daerah, hasil pembagian, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, 

dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Daerah yang akan. Desentralisasi. Kebijakan 

fiskal daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah 

dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah dalam rangka 

meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan keuangan 

(subsidi). ..  
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Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilihat dari 

perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari perspektif masing-masing daerah tetapi juga 

dari perspektif pemersatu perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah sendiri 

dipandang sebagai alternatif penerimaan dana tambahan yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan yang ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, terutama untuk 

kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan merupakan dambaan 

setiap daerah. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah bertanggung jawab 

atas pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli 

daerah merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah dan sebenarnya tidak 

memberikan kontribusi yang cukup terhadap pertumbuhan daerah. pendapatan asli 

daerah perlu diteliti dan ditingkatkan.  

Untuk mencapai tujuan pendapatan asli daerah yang lebih akuntabel, ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Faktor-faktor ini adalah: 

1. Realisasi laba tahun anggaran sebelumnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mendukung dan menghambat realisasi.  

2. Discoverability of delinquency yang diperkirakan dapat dipulihkan dari tahun-tahun 

sebelumnya: Perkiraan data tentang target potensial dan kemajuan prakiraan.  

3.  Kemungkinan perubahan penyesuaian harga  

4. Perbaikan sistem pengumpulan.  

5.  Kesadaran akan status sosial ekonomi dan kewajiban pembayaran  

6.  Kebijakan ekonomi dan moneter. 

Untuk memperluas peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah 

daerah perlu lebih mandiri dalam mendanai kegiatan penganggaran. Berdasarkan hal 
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tersebut, kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari belanja 

daerah. Karena saling terkait dan mewakili alokasi anggaran yang disusun dan dibuat 

untuk memutar roda pemerintah daerah (Rozali Abdullah, 2002).  

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 

157 UU 2004 adalah: 

1. Hasil pajak daerah Selain pajak daerah, pajak merupakan sumber pendapatan 

daerah yang paling penting. Definisi pajak umum telah diusulkan oleh para ahli. 

Misalnya, Rochmat Soemitro, SH (B. Lias wirawan, 2003) merumuskan: , Dan 

seterusnya.  

2. Pajak daerah Sumber pendapatan lokal penting lainnya adalah royalti lokal. 

Pengertian pembalasan daerah dapat dipahami dari pendapat para ahli. Misalnya, 

Nasrum Pana merumuskan pajak daerah sebagai pajak daerah, sebagai pembagian 

untuk kepentingan umum atau untuk memperoleh pekerjaan, bisnis, atau jasa real 

estate daerah untuk alasan yang baik (Josef Kaho Riwu). , 2007: 171). Untuk 

pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh daerah. 

Hasil pengolahan kekayaan di berbagai daerah sebesar  

3. Selain beberapa aset daerah yang dikeluarkan, aset daerah yang pengelolaannya 

secara keseluruhan dapat dipertanggungjawabkan melalui APBD juga termasuk 

untuk swasembada dan akuntabilitas. Namun demikian, bukan berarti pelaku usaha 

lokal tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketahanan 

keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi sosial oleh bisnis lokal dan kewajiban untuk 

menghasilkan keuntungan yang memungkinkan mereka berkontribusi pada 

pendapatan lokal bukanlah pilihan dikotomi yang kontradiktif. Oleh karena itu, 

realisasi fungsi sosial perusahaan daerah dapat erat kaitannya dengan realisasi 

fungsi ekonomi sebagai unit ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini 
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akan berhasil jika profesionalisme dapat dicapai dalam pengelolaannya (Josef Kaho 

Riwu, 2007:188). 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Pendapatan asli daerah lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(d) meliputi: 

a. Pendapatan dari penjualan aset daerah tidak dipisahkan.  

b. Layanan transfer pos  

c. Pendapatan bunga  

d. Keuntungan dari selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing. Komisi, rabat, atau 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau 

jasa menurut wilayah. Sedangkan menurut Feni Rosalia (Bintoro Tjokroamidjojo 

1984: 160), sumber pendapatan daerah adalah: 

a. Dari penghasilan dari pajak yang disetor penuh ke daerah atau tidak berada di bawah 

kedaulatan pemerintah pusat dan mungkin masih berada di daerah.  

b. Layanan pemerintah daerah seperti royalti, biaya lisensi khusus, dll.  

c. Pendapatan asli daerah berasal dari keuangan perusahaan daerah, yaitu perusahaan 

yang menerima sebagian atau seluruh modal perusahaan daerah.  

d. Pendapatan daerah dari pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Artinya, sebagian pendapatan pusat akan disetorkan ke daerah.  

e. Pendapatan daerah dari subsidi langsung atau penggunaannya ditentukan oleh 

daerah. 

f.  Dengan pemberian bantuan khusus dari pemerintah pusat untuk situasi tertentu. Di 

Indonesia, ini disebut reward. 

g.  Pendapatan daerah dari pinjaman pemerintah daerah. 
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B. Kerengka Konseptual 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak daerah dan retribusi 

daerah (PAD) di Kab. Majene Untuk itu peneliti membutuhkan data wawancara maupun 

data pengamatan yang berasal dari BAPENDA kabupaten majene agar mengetahui 

penerapan wajib pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga penerapannya pada 

Bapenda kabupaten majene. Setelah data diperoleh, maka data kemudian dianalisis 

dengan menggunakan pendataan kualitatif. berdasarkan uraian. 

 

 

 

     

 

 

Berdasarkan uraian tersebut berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 

C.  Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

         Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Majene, bertepatan di jalan Poros Majene-Mamuju, Pangali-Ali, Banggae, Sulawesi 

Barat, Telah Melakukan penelitian Selama 1(satu) Bulan mulai  November sampai 

desember 2021. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

           Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah 

dan memperoleh data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan yaitu secara   

lansung untuk mengetahui informasi dari narasumber 

 

PERANAN PAJAK 

DAERAH DAN 

RETRIBUSI 

DAERAH 

PAD 
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     2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu dilakukan dengan 

pengambilan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti 

3. Jenis dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jika survei ini 

dilakukan di lapangan dan survei dilakukan langsung di lokasi yang diselidiki. Data yang 

diperoleh dari penelitian dapat berupa observasi, wawancara dengan nara sumber, dokumen, 

dan catatan lapangan yang diedit oleh peneliti selama proses penelitian lapangan. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang berasal dari kata-kata 

dan tindakan, dan selebihnya adalah data. 

a) Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari personel bersertifikat atau personel yang 

melakukan inspeksi tersedia dari Badan Utama Badan Pendapatan Kanada (BAPENDA).  

b) Data sekunder  

Data ini digunakan sebagai data pendukung bagi penulis dalam penelitian ini dan 

diambil dari data-data yang ada seperti dokumen-dokumen yang diteliti dan buku-buku 

pelajaran serta literatur lain tentang pokok bahasan yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini, atau data dari jurnal-jurnal terkait. subjek. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan, atau masalah yang 

ada di lokasi penyelidikan. Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data di tempat 

sedang berlangsung. Jika jawaban dari wawancara tidak memuaskan, peneliti akan 

terus mengajukan pertanyaan sampai peneliti memiliki data yang diperlukan. Kegiatan 

analisis data yang memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap: 

1) Reduksi data  
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Teknik analisis data adalah merangkum hal-hal yang paling penting, 

mengklasifikasikannya, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang 

diperoleh.  

2) Penyajian data  

Kumpulan informasi terorganisir yang menarik kesimpulan dan memberikan peluang 

untuk tindakan lebih lanjut. Bentuk penyajian data meliputi teks deskriptif, matriks, 

grafik, dan bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data mengacu pada 

penyajian deskriptif. 

3) menarik kesimpulan  

Data yang telah direduksi akan diuraikan kembali secara rinci agar mudah dipahami 

oleh peneliti dan pihak lain. Data rinci tersebut merupakan hasil pengumpulan data 

berupa observasi dan survei. 

5. Alur Penelitian  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Sejarah Singkat  

Kabupaten Kedinasan 4.444 terdiri dari 8 (8) kecamatan dari 82 (82) desa/kelurahan yaitu 

Bange, Bangetimur, Pamboan, Sendana, Tammerod Sendana, Tubosendana, Marunda dan 

Ulmanda.  

Distrik Majene adalah wilayah yang dipenuhi banyak sungai kecil, atau sekitar 85 (85) 

sungai, di seluruh distrik. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan air bersihnya. Air baku yang digunakan saat ini adalah air 

permukaan/sungai yang dipasok dari sungai Abaga, Mange dan Tinambung dalam kasus IKK 

pada sungai BNA, Belia, Karaka, Mangarabombang, Malunda dan Tammerodo. Di mana Anda 

mencatat Sungai Abagayan yang memiliki kapasitas 40 lt / dt di musim kemarau? 

B. Struktur Organisasi  

     Sturktur organisasi badan pendapatan daerah, terdiri dari: 

1. Kepala 

2. Sekretaris 

a. Bagian Perencanaan;  

b. Subbagian umum dan pribadi  

c. Kementerian Keuangan  

3.  Area kebebasan representasi dan pemrosesan data terdiri dari:  

a. Penelitian dan legislasi;  

b. Subsektor Penerimaan dan Pelaporan Non PAD.  

c. Subsektor Pengolahan Data dan Informasi. 

4. Area pendapatan yang saya buat:  

a. Subsektor Pajak Restoran.  
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b. Retribusi Subsektor Pajak Hotel dan Kegagalan Pemerintah Daerah.  

c. Subbagian pajak hiburan dan tunjangan eceran.  

5.  Pendapatan Daerah II, Komposisi:  

a. Subbagian P2PBB;  

b. Subbidang Pajak BPHTB;  

c. Subsektor Pajak Sarang Burung Walet dan Pembalasan Rumah Dinas. 

6. Pendapatan Daerah III, Komposisi:  

a. Subsektor Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.  

b. Subsektor Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.  

c. Subsektor Kewajiban Pasar. 

7. Kelompok Jabatan Fungsi. 

C. Job Description 

1. Kepala Badan 

 Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Pengurus Badan yang tugas 

pokoknya membantu Pengurus Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di 

bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Pendapatan dan pendapatan 

daerah.  

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala badan perencanaan daerah mempunyai 

kemampuan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengarahkan, membina, dan 

memampukan unsur-unsur pengelolaan satuan perangkat daerah di bidang 

pendapatan daerah: 

a.  Penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis di bidang keuntungan dan 

keuntungan daerah  

b. Merumuskan dan melaksanakan pedoman perencanaan strategis (renstra) dan 

rencana kerja (renja) di bidang pendapatan dan laba daerah.  
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c.  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pengelola pendapatan daerah.  

d. Melakukan pendataan, evaluasi, penetapan, pemungutan, dan pemantauan data 

perpajakan dan kepabeanan daerah.  

e. Merencanakan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dan pendapatan. 

f. Persiapan dan pelaksanaan kemungkinan bea lokal dan bea cukai  

g. Perumusan rencana untuk memperkuat dan memperluas sumber pendapatan.  

h. Pelaksanaan keberatan pajak dan pemrosesan pajak daerah. 

i.  Akuntansi dan pelaporan pemeliharaan dan pengelolaan barang-barang berharga, 

dan pengumpulan dan penyetoran pajak dan bea daerah.  

j.  Promosi dan pengelolaan sistem pajak daerah dan pajak daerah.  

k. Manajemen manajemen umum meliputi pemrograman, manajemen, keuangan, 

personalia, anggaran, peralatan, hubungan masyarakat, dan pengarsipan.  

l. Bagian penyelenggara dan teknis Unit Pelaksana Teknologi (UPT). M. Evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas dan fitur penting. n. Menyelesaikan 4.444 misi lain 

yang ditugaskan oleh pemimpin distrik. 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang tugas pokoknya membantu 

Direktur dalam mengkoordinasikan dan/atau memperlancar pelaksanaan kewenangan 

di bidang pendapatan dan pendapatan daerah. Dalam menjalankan misi utamanya, 

Sekretaris memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi 

unsur-unsur kepengurusan satuan kerja perangkat daerah khususnya urusan dalam 

negeri, antara lain: 

a. Pembuatan dan pelaksanaan pedoman teknis di bidang pendapatan dan 

pendapatan daerah  

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis (RESTRA) dan rencana kerja 

(RENJA) di bidang pendapatan dan pendapatan daerah.  
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c. Deskripsi organisasi, pemantauan dan pengendalian kebijakan. Ini termasuk area 

umum dan manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan layanan 

teknis.  

d. Memberikan nasihat dan pertimbangan teknis kepada manajer lini mengenai 

pelaksanaan akuntansi, program kerja tahunan, pendapatan, dan program kerja 

lembaga pendapatan jangka menengah hingga panjang.  

e.  Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada area 

aktivitas. Sekretariat Badan Pendapatan Daearah, terdiri dari: 

1. Perencanaan subbagian  

2. Umum dan sumber daya manusia;  

3. Subbagian keuangan.  

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang manajer sub bagian yang 

bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Manajer Perencanaanterutama 

bertanggung jawab membantu sekretaris dalam penyusunan, pengumpulan, 

pengelolaan dan pelaksanaan masalah organisasi, terutama mengawasi 

penyusunan program kerja unit kerja oleh perusahaan. Dalam memenuhi tanggung 

jawab utamanya, Manajer Perencanaan memiliki kemampuan untuk membantu 

Sekretaris dalam mengelola persiapan program, antara lain: 

1. Ditjen Pajak, yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang, rencana 

kerja restoran dan keagenan,  

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penyusunan SKPD  

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana jangka panjang, 

pembatasan dan rencana kerja SKPD.  

4. Melaporkan hasil kinerja tugas dan memberi saran tentang pertimbangan 

pengawasan tergantung pada area tanggung jawab  
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5.  Penyelidikan dan analisis hasil kegiatan dan pelaksanaan masalah, dengan 

memperhatikan program perencanaan kerja badan  

6. Mengedit hasil penilaian pelaksanaan kegiatan dan hasil masalah sebagai 

sumber untuk penyusunan program selanjutnya.  

7.  Menyelidiki data, informasi, dan hasil program yang dianalisis/diproses.  

8. Pendampingan perencanaan strategis dan pelaporan kinerja lembaga koordinasi 

pemerintah (LAKIP).  

9.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas utamanya, Manajer Umum Sumber Daya Manusia 

memiliki kemampuan untuk membantu Sekretaris dalam mengelola masalah 

anggaran dan sumber daya manusia, antara lain: 

1. Pengelolaan komunikasi, penulisan, duplikasi dan pengelolaan arsip.  

2.  Berhati-hatilah dalam mengelola tugas perjalanan dan protokol  

3. Pekerjaan rumah tangga, dinas keamanan, rapat komite  

4. . Kebutuhan sarana dan prasarana badan perencanaan  

5. Kontrol inventaris dan pemeliharaan barang-barang tubuh  

6. Melakukan masalah organisasi dan manajemen  

7. Mengatur masalah personel  

8. Penyelesaian tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, tergantung dari 

tugas dan tugas sekretaris. 

Tugas utama penanggung jawab Subfinance adalah membantu Sekretariat 

dalam persiapan, pencatatan, pengelolaan dan pelaksanaan urusan organisasi, 

khususnya pengelolaan keuangan. Chief Financial Officer memiliki kemampuan untuk 

membantu Sekretaris dalam melakukan kontrol keuangan berikut dalam menjalankan 

tugas utamanya: 
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1.  Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban akuntansi instansi  

2. Selidiki permintaan pembayaran yang diajukan oleh akuntansi agensi  

3. Pelaksanaan dan penerbitan faktur pembayaran  

4. Manajemen pelaksanaan anggaran instansi  

5. Pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk jurnal dan buku 

besar  

6. Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 4.444 laporan 

pelaksanaan anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.  

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan, Deputi Bendahara, dan 

Pengelola Bendahara Lainnya  

8. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal 

pemerintah terkait kinerja instansi pemerintah.  

9. Buat laporan hasil kinerja tugas dan beri tahu atasan Anda tentang pertimbangan 

tergantung pada area kerja Anda. 1 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

tugasnya. 

3. Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data 

Bagian penerimaan dan pengolahan data non-PAD dipimpin oleh manajer 

departemen. Tanggung jawab utama manajer departemen adalah membantu kepala 

dinas dalam melaksanakan kewenangan penerimaan dan pengolahan data non-PAD. 

Bertanggung jawab atas pendapatan non-PAD dan departemen pemrosesan data 

melakukan fungsi-fungsi berikut dalam menjalankan tugas utamanya: 

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana program, petunjuk teknis, 

program operasional dan kegiatan koordinasi, pemberian pelayanan teknis di bidang 

penerimaan non PAD, serta standar, standar, dan prosedur yang berlaku yang 
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ditetapkan oleh Kepala Pelaksanaan pengolahan data oleh lembaga sesuai dengan 

area kebijakan umum.  

2. Teknis dalam upaya pelayanan publik dan teknis di bidang pengelolaan keuangan 

daerah dengan menyediakan kegiatan penerimaan dan pengolahan data non-PAD dan 

pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan. pembuatan laporan keuangan dalam tanggung jawab 

bersama  

3. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standardisasi 

dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah 

maupun dengan instansi pemerintah lainnya.  

4. Melaksanakan tinjauan undang-undang yang mendukung pemungutan pajak daerah 

dan biaya tambahan  

5. Evaluasi Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  

6. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan aliran pendapatan daerah baru yang 

masih dalam lingkup pajak dan retribusi daerah.  

7. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melaporkan hasil kegiatan Program 

Strategi Fiskal Daerah  

8. Lakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada bidang 

kegiatannya. 

Sektor penerimaan dan pengolahan data non-PAD terdiri dari:  

1. Penelitian dan legislasi  

2. Subsektor Tanpa Pendapatan (PAD) dan pelaporan  

3. Bagian pengolahan data dan informasi.  
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Setiap subdivisi dipimpin oleh seorang manajer subdivisi yang bertanggung 

jawab yang bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab atas manajer divisi 

pengolahan data dan penerimaan non-PAD.  

Kasubbag Pengkajian dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok 

membantu Kasubbag Pendapatan Non PAD dan pengolahan data di bidang pengkajian 

dan legislasi.  

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala subbidang penelitian dan hukum 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

4. Merencanakan program dan kegiatan legislasi, serta memantau pelaksanaannya.  

5. Penyusunan petunjuk teknis tentang ruang lingkup peraturan perundang-undangan 

dan review peraturan pendapatan.  

6. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang terkait 

dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan penerimaan 

pendapatan dari dana distribusi pendapatan negara dan masalah hukum lainnya.  

7.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pendapatan daerah. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, tergantung dari tugas dan 

kewajiban atasan.  

 Kepala Subbagian Penerimaan dan Pelaporan Non-PAD terutama bertanggung 

jawab untuk memberikan Dukungan Pendapatan dan Pelaporan non-PAD kepada 

Kepala Bidang Penerimaan dan Pengolahan Data Non-PAD.  

 Penanggung jawab subbidang pendapatan dan pelaporan non-PAD memiliki 

fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tugas pokoknya: 
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1. Pelaksanaan persiapan perumusan program kebijakan teknis Perencanaan dan 

koordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang dana distribusi pendapatan 

Potensi pendapatan daerah  

2. Melakukan kegiatan penyiapan data untuk mewujudkan distribusi pendapatan pajak 

dan pendapatan bukan pajak.  

3. Melakukan perhitungan distribusi dan distribusi pendapatan dari Dana Penyertaan 

Keuangan Negara.  

4.  Melaksanakan rencana ahli untuk menerima dana negara. 

9. Pelaksanaan laporan berkala realisasi pendapatan daerah.  

10. Pilih manajemen aliran pendapatan. 

11. Laporan penerimaan dan perkembangan PAD  

12. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya.  

Sub-Departemen Pengolahan Data dan Informasi adalah tanggung jawab utama 

untuk mendukung pendapatan non-PAD dan pengelola pengolahan data di bidang 

pengolahan data dan informasi.  

Saat melakukan tugas-tugas utama, orang yang bertanggung jawab atas 

subdivisi pemrosesan data dan informasi memiliki fitur-fitur berikut: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengolahan 

data dan informasi.  

2. Katalogisasi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data dan 

informasi.  

3. Pengumpulan barang pajak dan pabean serta data tentang barang tersebut sebagai 

database pajak dan kepabeanan  

4. Pembuatan data penerimaan pajak dan bea masuk secara berkala serta realisasi 

tunggakan.  
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5. Pengembangan reguler dan pemeliharaan aplikasi pendapatan.  

6. Membuat laporan hasil tugas dan memberi saran kepada atasan sesuai lingkup 

pekerjaannya.  

7. Melaksanakan tugas atasan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

4. Bidang Pendapatan I 

Departemen Keuangan I, dipimpin oleh kepala departemen, memiliki fungsi utama 

membantu direktur dalam menjalankan wewenang di bidang pajak restoran, pajak hotel, 

pajak hiburan, pajak meteran kota dan tunjangan toko. Kepala departemen pendapatan 

memiliki fungsi berikut saat melakukan tugas utama: 

1. Perencanaan program, perencanaan program operasi teknologi, pajak restoran, pajak 

hotel, pajak hiburan, pajak daerah dan koordinasi kegiatan untuk memberikan 

pelayanan teknis di bidang perpajakan  

2. Transaksi dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Standar, standar, dan 

prosedur yang berlaku adalah dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan 

pedoman umum setempat.  

3. Menyusun program teknis dan tata cara pelaksanaan upaya pelayanan umum dan 

teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan kegiatan pajak 

restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak daerah, dan tunjangan toko. Dan 

memfasilitasi pelaporan keuangan, akuntabilitas pelaksanaan APBD, pendanaan 

operasional pemerintah yang berbagi tanggung jawab, dan penyusunan laporan 

keuangan daerah.  
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4. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standardisasi 

dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan 

pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.  

5. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melaporkan hasil kegiatan Program 

Strategi Fiskal Daerah  

6. Lakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada bidang 

kegiatannya.  

  Area pendapatan yang saya buat: Subsektor Pajak Restoran; 

Pembalasan pemerintah daerah untuk subsektor pajak hotel dan kemacetan. Pajak 

hiburan subarea dan tunjangan toko. 

   Masing-masing dari sub-departemen melapor dan dipimpin oleh manajer 

sub-departemen yang bertanggung jawab untuk Divisi Pendapatan I. Kepala 

subsektor pajak restoran terutama bertanggung jawab membantu kepala bagian 

pendapatan I bidang pajak restoran.  

  Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala sub bagian pajak catering 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan 

pajak restoran.  

2. Menyusun laporan potensi dan tujuan pajak restoran.  

3. Mengumpulkan dan mendaftarkan objek pajak restoran.  

4. Menerapkan penilaian dan keputusan pajak restoran  

5. Melakukan perhitungan jumlah angsuran untuk pembayaran/penagihan setoran atas 

permintaan wajib pajak restoran.  

6. Menerbitkan, mendistribusikan dan menyimpan arsip / surat pajak restoran  

7. Pengawasan objek dan objek pajak restoran  
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8. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya.  

Kepala Bidang Pajak Hotel dan Pajak Dapur Negara di Kelurahan mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan I bidang Pajak Hotel dan Pajak 

Daerah. Dalam menjalankan misi utamanya, Kepala Subbagian Pajak Hiburan dan 

Kompensasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan 

pajak hiburan dan penyisihan toko.  

2. Membuat laporan dan target potensial untuk pajak hiburan dan pembalasan toko.  

3. Melakukan pendataan dan registrasi item-item pajak hiburan dan penyisihan toko.  

4. Menilai dan menentukan pajak hiburan dan membalas terhadap toko.  

5. Melakukan perhitungan angsuran untuk pembayaran/pemungutan simpanan apabila 

diberlakukan pajak hiburan wajib dan penyisihan toko.  

6. Pengawasan item dan pajak hiburan dan item tunjangan toko.  

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

  5. Bidang Pendapatan II 

Pendapatan II dipimpin oleh seorang kepala bagian yang tugas pokoknya membantu 

kepala lembaga dalam melaksanakan kewenangan Pendapatan II. Dalam melaksanakan 

tugas pokok, Kepala Bendahara II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. PBB P2, pajak BPHTB, pajak sarang burung walet dan perumahan rakyat dengan 

menyusun rencana program, kebijakan pengelolaan teknis, pengelolaan program dan 

koordinasi kegiatan serta menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan norma dan 

standar yang berlaku. di bidang pembalasan diatur menurut pedoman umum daerah.  
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2. Teknis penyusunan program dan pelaksanaan dalam upaya pelayanan umum dan 

teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan PBB P2, pajak BPHTB, 

pajak sarang burung walet dan pembalasan perumahan rakyat, serta pelaksanaan 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. APBD, pendanaan operasional 

pemerintah menjadi tanggung jawab bersama dan memudahkan penyusunan laporan 

keuangan daerah.  

3. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan menyelaraskan kebijakan standardisasi 

dengan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur 

kewenangan pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.  

4. Keberatan dan banding atas pelayanan sesuai dengan batasan dan kewenangannya.  

5. Pengajuan pemungutan pajak daerah dan bea masuk 

6. Penyelesaian tugas lain yang diberikan oleh atasan tergantung pada bidang 

pekerjaannya. 

 Pendapatan Daerah II terdiri dari: PBB subsektor P2; Subsektor Pajak BPHTB; 

Subsektor Pajak Sarang Burung Walet dan Pembalasan Rumah Dinas.  

Setiap departemen melapor kepada penanggung jawab Pendapatan II dan 

dipimpin oleh kepala departemen yang bertanggung jawab. 

 Kepala Sub Bagian P PBB terutama bertanggung jawab untuk mendukung 

Kepala Bagian Pendapatan II di bidang PBB P2. Subarea P2 memiliki fungsi dalam 

melaksanakan tugas pokok kepala PBB. 

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan PBB P2.  

2. Laporan kemungkinan dan tujuan PBBP2  

3. Melakukan pendataan dan registrasi objek P2PBB.  

4. Melakukan evaluasi dan keputusan PBBP2.  

5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran untuk menagih pembayaran/penyetoran 

atas permintaan PBBP2 yang diperlukan.  
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6. Pemantauan objek dan subjek PBB P2.  

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya 

Subbagian Pajak BPHTB terutama bertanggung jawab membantu Pejabat Bendahara II 

di bidang Pajak BPHTB. 

 Dalam mengemban misi utama , Kepala Dinas Pajak BPHTB 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan perpajakan 

BPHTB.  

2. Membuat laporan pajak BPHTB potensial dan target.  

3. Mengumpulkan dan mendaftarkan data objek kontrol BPHTB.  

4. Pelaksanaan ketetapan dan penetapan pajak BPHTB.  

5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran atas pembayaran/penagihan setoran 

atas permintaan Wajib Pajak BPHTB. 

6. Penutupan pajak BBPHTB dan pemantauan pertanggungan.  

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas utama, penanggung jawab subdivisi Pajak Sarang Burung 

Walet dan Retaliasi Rumah Dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Organisasi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan pelaksanaan Pajak Sarang 

Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.  

2. Membuat laporan pajak BPHTB potensial dan target.  

3. Melakukan pendataan dan registrasi objek kontrol BPHTB.  

4. Pelaksanaan ketetapan dan penetapan pajak BPHTB.  

5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran atas pembayaran/penagihan setoran 

atas permintaan Wajib Pajak BPHTB.  

6. Penutupan pajak BBPHTB dan pemantauan pertanggungan.  
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7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

6. Bidang Pendapatan III 

Divisi Perbendaharaan III dipimpin oleh seorang kepala divisi yang mempunyai tugas 

pokok membantu pengurus instansi dalam melaksanakan kewenangan di bidang pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan pertambangan batuan, 

serta kompensasi pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Departemen 

Perbendaharaan III mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan kegiatan yang sesuai untuk menyusun rencana operasional dan 

mengkoordinasikan kegiatan program kebijakan teknis, memberikan pelayanan teknis di 

bidang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

pertambangan batuan dan pajak pasar yang dilaksanakan oleh. Mematuhi norma, 

standar, dan prosedur yang berlaku yang diperintahkan oleh pimpinan lembaga sesuai 

dengan pedoman umum daerah.  

2. Dalam upaya memberikan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan 

daerah melalui pelaksanaan kegiatan pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak 

pertambangan mineral bukan logam, penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan 

teknis. pajak pasar untuk pelaksanaan pembangunan, pelaporan keuangan, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan tanggung jawab bersama 

penyelenggaraan pemerintahan, dan kemudahan penyusunan laporan keuangan daerah  

3. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standardisasi 

dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah 

maupun dengan instansi pemerintah lainnya.  

4. Pelayanan banding dan pengaduan sesuai batasan dan kewenangan.  

5.  Menyerahkan hasil pemungutan pajak daerah dan bea masuk.  
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6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup 

tanggung jawabnya Bidang Pendapatan III terdiri dari: Subbagian Pajak Reklame dan 

Pajak Informasi Jalan.  

Subsektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral Batuan. Subbidang 

pembalasan pasar. Subbidang dalam pasal ini berada di bawah dan dipimpin oleh 

Kepala Subbidang Perbendaharaan III yang bertanggung jawab.  

Kepala Subbagian Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terutama 

bertanggung jawab untuk mendukung Pendapatan III yang bertanggung jawab di bidang 

Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Pajak Reklame dan Pajak 

Penerangan Jalan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kepala Subbagian Pajak 

Pertambangan Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak III bidang Pajak Pertambangan Bukan Logam dan Batuan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala departemen pajak mineral 

bukan logam dan batuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

 

1. teknis untuk program perencanaan operasional dan mengkoordinasikan kegiatan untuk 

memberikan pelayanan teknis di bidang pajak mineral bukan logam dan pertambangan 

batuan.  

2. Membuat laporan potensial dan tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan  

3. . Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pengelolaan pertambangan bukan 

logam dan batu.  

4. Pelaksanaan ketetapan dan ketetapan pajak pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan.  
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5. Melakukan perhitungan tarif angsuran pembayaran/pemungutan titipan atas permintaan 

bukan WP di pertambangan mineral logam dan batuan.  

6. Item pajak pertambangan bukan logam dan batu dan pengawasan item.  

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.  

Subbagian Market Tax Officer mempunyai tugas pokok mendukung Pejabat 

Treasury Division III bidang market tax.  

Kepala sub-departemen Kompensasi Pasar memiliki fitur-fitur berikut saat 

melakukan tugas-tugas utama: 

1. Organisasi perencanaan pelaksanaan, operasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan 

pasar.  

2. Melaporkan potensi dan tujuan pembalasan pasar.  

3. Menerapkan pengumpulan data dan mendaftarkan objek MarketRetribution.  

4. Melakukan evaluasi dan penetapan biaya pasar.  

5. Melakukan perhitungan angsuran untuk pembayaran/pemungutan simpanan pada saat 

mengajukan wajib pajak pasar.  

6. Memantau target dan target market retaliasi.  

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

D.  Hasil Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dimana Penilitian ini dilakukan 

dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Retribusi Daerah 

Kabupaten Majene 

 Retribusi Daerah di Kabupaten Majene terbagi atas tiga jenis retribusi yang dikelolah 

oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yaitu Retribusi jasa Umum, 

Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizina Tertetu. Ketiga jenis retribusi tersebut 

adalah jenis retribusi yang secara umum yang dikelolah dengan tujuan untuk lebih 
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana atas pengelolaannya dipergunakan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majene.  

                 Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang harus 

terpacu pertumbuhannya. Dikarnakan oleh tuntutan otonomi daerah dalam 

melaksanakan pemerintahan, daerah harus mampu mandiri tanpa bergantung pada 

pemerintah pusat. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah akan menjadi factor-faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah Untuk mengetahui besar kemiungkinan penerimaan (PAD), 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.    Majene Tahun 

2014-2018 

Tahun Target pendapatan asli daerah Realisasi penerimaan 
pendapatan asli daerah 

2014 Rp.60.113.206.364,00 Rp. 53.921.491.920,68 

2015 Rp.53.007.303.955,34 Rp.45.231.988.393,56 

2016 Rp.63.018.948.059,65 Rp.50.544.269.254,29 

2017 Rp.88.662.543.617,26 Rp.83.238.103.847,80 

2018 Rp.88.405.116.002,19 Rp.58.353.479.535,88 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah(PAD) Kabupaten Majene 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Majene Masih Belum Maksimal. Terlihat dari target 

dan Realisasi penerimaan dimana target yang dinaikkan tiap tahunnya tidak pernah 

tercapai pada realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene.ini tidaklah 

terlepas dari pentingnya mengatur pengelolaan di setiap sumber pendapatan asli daerah 

terutama dari sektor Retribusi. 
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 Retribusi Daerah dikatakan memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, disebabkan oleh banyaknya bagian-bagian Retribusi yang dapa dipungut oleh 

pemerintah daerah. Namun dalam menjalankannya, pihak pemerintah Daerah Kabupaten 

Majene dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Harus lebih 

Memperhatikan manajemen pelasksanaannya. 

E. Pembahasan 

    Pajak daerah adalah pajak daerah atas orang pribadi atau kelompok yang 

menggunakan fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah secara langsung maupun 

tidak langsung. Kedua, pemungutan balas dendam daerah di dalam wilayah daerah akan 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi daerah 

yang bersangkutan, serta instansi utama.  

Dilihat dari tren pembalasan yang diproses, jika jumlahnya meningkat atau menurun 

secara signifikan, jumlahnya bisa sangat tinggi atau rendah. Pajak daerah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada waktu-waktu tertentu, seperti: B. Pada saat 

musim liburan, menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Pajak daerah merupakan 

penyumbang utama dan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Magene .  

Tentang beberapa kendala yang dihadapi pegawai dalam memungut pajak daerah, 

khususnya kab. majene adalah: 

1. Ketika tarif pajak naik, membentuk SKPD (surat keterangan pajak daerah). merupakan 

beban pemerintah daerah, dan pemerintah daerah merasakan beban tersebut. 

Pemerintah daerah membayar pajak daerah. Saya ingin membebani masyarakat.  

2. Minimnya personel untuk memungut pajak daerah menjadi kendala dalam upaya 

menaikkan tingkat pendapatan retaliasi di daerah.  

3. Dan kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembalasan dan menghambat 

pemerintah daerah. 
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BAB IV 

Kesimpulan dan saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kami dapat menyatakan bahwa: 

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene tersendiri Masih Belum 

Maksimal atau dapat rlihat dari target dan realisasi penerimaan dimana target yang 

dinaikkan tiap tahunnya tidak pernah sama sekali tercapai pada realisasi 

penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Dan Hal ini tidak pernah 

lepas dari pentingnya mengatur pengelolaan di setiap sumber pendapatan asli 

daerah terutama dari sektor Retribusi. 

B. Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang mungkin muncul dari hasil penelitian ini: 

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukannya memetakan dan menggali 

potensi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Majene, khususnya prawisata yang 

belum terlalu berkembang. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih berfikir dalam 

hal melakukan promosi serta membenahi destinasi wisata yang sudah ada sehingga 

destinasi wilayah di Kabupaten Majene tidak kalah dengan daerah lainnya. 

contohnya dengan melakukan pendataan atau survey ulang wajib pajak dan objek 

pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang baru. 

2. Lebih peneliti dapat menganalisis jenis lain dari pajak, dan juga diharapkan untuk 

memperpanjang periode pengamatan. 

3. Masyarakat diharapkan dapat lebih patuh terhadap pajak dan jujur untuk menghitung 

dan membayar pajak daerah secara tepat waktu terutama pajak rumah makan, pajak 

parker dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kebaikan 

serta kemajuan  wilayah Kabupaten  Majene. 
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  PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE     

  LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH     

  Periode 01 Januari s.d 31 December 2019     

 

KODE 
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I 
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H / 
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RAN
G) 

   

     

                                                             

 4   PENDAPATAN - LRA 983.1
01.20
5.734

,60 

89.40
9.258
.341,

25 

62.27
9.253
.147,

00 

63.50
0.666
.794,

55 

78.07
6.900
.720,

50 

62.75
1.974
.662,

76 

87.42
6.987
.635,

15 

67.43
7.930
.142,

98 

87.40
3.959
.938,

51 

110.6
54.63
2.306

,75 

53.26
8.429
.110,

64 

116.9
30.00
0.718

,90 

95.64
3.679
.296,

18 

974.7
83.67
2.815

,17 

-
8.317
.532.
919,4

3 

99,15     

                                                             

 4 . 1     PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) - LRA 

71.62
6.203
.032,

60 

1.040
.539.
391,2

5 

1.133
.178.
147,0

0 

1.184
.205.
248,5

2 

1.261
.775.
464,5

0 

2.369
.836.
912,7

6 

4.182
.852.
931,1

5 

1.980
.360.
886,3

2 

1.655
.657.
938,5

1 

3.620
.245.
759,7

5 

2.738
.284.
189,9

4 

1.859
.958.
936,9

0 

42.51
8.504
.831,

18 

65.54
5.400
.637,

78 

-
6.080
.802.
394,8

2 

91,51     

                                                             

 4 . 1 . 1       Pendapatan Pajak 
Daerah - LRA 

9.842
.747.
180,6

0 

593.8
15.16
8,25 

525.5
20.54
8,00 

556.1
00.66
2,75 

619.6
54.19
7,50 

551.7
43.41
1,50 

625.9
96.27
2,15 

618.5
51.35
2,32 

821.7
47.51
8,35 

809.3
86.53
0,75 

874.6
94.31
5,14 

851.6
38.76
6,90 

1.371
.364.
152,1

8 

8.820
.212.
895,7

9 

-
1.022
.534.
284,8

1 

89,61     

                                                             

 4 . 1 . 1 .         Pajak Hotel - LRA 142.6 7.802 6.749 7.490 7.409 7.809 6.009 7.462 7.218 8.950 26.20 34.38 32.31 159.8 17.12 112,0     
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06 80.00
0,00 

.500,
00 

.000,
00 

.000,
00 

.000,
00 

.220,
00 

.500,
00 

.500,
00 

.500,
00 

.000,
00 

4.000
,00 

6.860
,00 

1.000
,00 

02.08
0,00 

2.080
,00 

0 

 4 . 1 . 1 . 
06 . 01 

          Hotel - LRA 81.00
0.000

,00 

5.762
.500,

00 

4.722
.000,

00 

5.376
.000,

00 

5.457
.000,

00 

4.929
.000,

00 

3.967
.500,

00 

5.175
.500,

00 

5.358
.500,

00 

6.436
.000,

00 

22.60
2.000

,00 

25.82
8.100

,00 

25.87
3.000

,00 

121.4
87.10
0,00 

40.48
7.100

,00 

149,9
8 

    

 4 . 1 . 1 . 
06 . 02 

          Motel - LRA 27.24
0.000

,00 

2.040
.000,

00 

2.027
.000,

00 

1.874
.000,

00 

1.952
.000,

00 

1.732
.000,

00 

1.678
.000,

00 

2.287
.000,

00 

1.860
.000,

00 

2.228
.000,

00 

3.602
.000,

00 

6.317
.000,

00 

6.438
.000,

00 

34.03
5.000

,00 

6.795
.000,

00 

124,9
4 

    

 4 . 1 . 1 . 
06 . 03 

          Losmen - LRA 34.44
0.000

,00 

0,00 0,00 240.0
00,00 

0,00 1.148
.220,

00 

364.0
00,00 

0,00 0,00 286.0
00,00 

0,00 2.241
.760,

00 

0,00 4.279
.980,

00 

-
30.16
0.020

,00 

12,43     

                                                             

 4 . 1 . 1 . 
07 

        Pajak Restoran - 
LRA 

587.0
89.67
7,60 

25.17
0.800

,00 

18.95
1.800

,00 

37.15
2.700

,00 

54.18
2.665

,00 

29.90
9.954

,00 

44.10
3.560

,00 

69.81
8.914

,32 

58.49
9.095

,80 

77.81
9.087

,00 

179.6
67.49
6,00 

166.0
42.14
0,00 

234.6
98.26
8,00 

996.0
16.48
0,12 

408.9
26.80
2,52 

169,6
5 

    

 4 . 1 . 1 . 
07 . 01 

          Restoran - LRA 31.08
0.000

,00 

1.128
.000,

00 

320.0
00,00 

1.108
.000,

00 

720.0
00,00 

461.3
00,00 

1.108
.000,

00 

2.226
.000,

00 

475.0
00,00 

1.154
.000,

00 

19.50
6.434

,00 

15.84
7.300

,00 

15.78
8.000

,00 

59.84
2.034

,00 

28.76
2.034

,00 

192,5
4 

    

 4 . 1 . 1 . 
07 . 02 

          Rumah Makan - 
LRA 

198.8
70.00
0,00 

9.292
.000,

00 

4.451
.000,

00 

3.422
.600,

00 

6.089
.100,

00 

8.406
.200,

00 

8.454
.880,

00 

6.020
.640,

00 

5.691
.350,

00 

22.58
7.750

,00 

49.53
2.506

,00 

58.96
0.500

,00 

57.23
7.818

,00 

240.1
46.34
4,00 

41.27
6.344

,00 

120,7
6 

    

 4 . 1 . 1 . 
07 . 03 

          Kafetaria - LRA 52.80
0.000

,00 

2.054
.400,

00 

1.139
.000,

00 

1.507
.500,

00 

4.799
.400,

00 

4.046
.820,

00 

7.083
.200,

00 

3.603
.900,

00 

4.077
.000,

00 

9.338
.787,

00 

18.00
6.850

,00 

12.28
6.200

,00 

8.374
.100,

00 

76.31
7.157

,00 

23.51
7.157

,00 

144,5
4 

    

 4 . 1 . 1 . 
07 . 04 

          Kantin - LRA 4.800
.000,

00 

400.0
00,00 

400.0
00,00 

2.943
.500,

00 

500.0
00,00 

250.0
00,00 

245.0
00,00 

4.516
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00 
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00,00 
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00 

2.608
.500,

00 

3.474
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00 

3.351
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00 

20.58
9.800

,00 

15.78
9.800

,00 

428,9
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 4 . 1 . 1 . 
07 . 05 

          Warung - LRA 299.5
39.67
7,60 

12.29
6.400

,00 

11.22
1.800

,00 

15.30
9.200

,00 

15.59
1.000

,00 

4.674
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00 

7.741
.180,

00 

17.10
0.760

,00 

11.62
9.650

,00 

18.78
3.000

,00 

37.14
1.522

,00 

44.88
7.050

,00 

59.95
5.400

,00 

256.3
31.51
2,00 

-
43.20
8.165

,60 

85,58     

 4 . 1 . 1 . 
07 . 07 

          Jasa Boga/ 
Katering - LRA 

0,00 0,00 1.420
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00 

12.86
1.900

,00 

26.48
3.165

,00 

12.07
1.084

,00 

19.47
1.300

,00 

36.35
1.214

,32 

35.82
6.095

,80 

24.85
5.550

,00 

52.87
1.684

,00 

30.58
6.590

,00 

89.99
1.050

,00 

342.7
89.63
3,12 

342.7
89.63
3,12 

#DIV/
0! 

    

                                                             

 4 . 1 . 1 . 
08 

        Pajak Hiburan - LRA 79.20
0.000

,00 

2.620
.000,

00 

2.070
.000,

00 

2.772
.500,

00 

2.670
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00 
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.000,

00 
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00,00 
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00 

2.450
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00 

1.950
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00 

14.24
3.750

,00 

1.025
.000,

00 

28.07
1.875

,00 

63.49
3.125

,00 

-
15.70
6.875

,00 

80,17     

 4 . 1 . 1 . 
08 . 05 

          Diskotik, 
Karaoke, Klab 
Malam dan 
Sejenisnya - LRA 

79.20
0.000

,00 

2.620
.000,

00 

2.070
.000,

00 

2.420
.000,

00 

2.670
.000,

00 

2.420
.000,

00 
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00,00 

2.500
.000,

00 

2.450
.000,

00 

1.950
.000,

00 

14.24
3.750

,00 

1.025
.000,

00 

28.07
1.875

,00 

63.14
0.625

,00 

-
16.05
9.375

,00 

79,72     

 4 . 1 . 1 . 
08 . 10 

          Pertandingan 
Olahraga - LRA 

0,00 0,00 0,00 352.5
00,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.5
00,00 

352.5
00,00 

#DIV/
0! 
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 4 . 1 . 1 . 
09 

        Pajak Reklame - 
LRA 

152.6
67.50
0,00 

6.745
.000,

00 

17.25
1.000

,00 

38.82
4.650

,00 

3.700
.000,

00 

39.43
7.500

,00 

7.850
.000,

00 

31.54
3.750

,00 

11.30
0.000

,00 

9.700
.000,

00 

2.925
.000,

00 

13.95
5.000

,00 

12.30
0.000

,00 

195.5
31.90
0,00 

42.86
4.400

,00 

128,0
8 

    

 4 . 1 . 1 . 
09 . 01 

          Reklame 
Papan/Billboard/
Videotron/Megat
ron - LRA 

87.95
0.000

,00 

3.245
.000,

00 

13.01
6.000

,00 

25.69
0.900

,00 

3.700
.000,

00 

5.568
.000,

00 

7.850
.000,

00 

16.55
0.000

,00 

11.30
0.000

,00 

5.525
.000,

00 

0,00 3.200
.000,

00 

12.30
0.000

,00 

107.9
44.90
0,00 

19.99
4.900

,00 

122,7
3 

    

 4 . 1 . 1 . 
09 . 02 

          Reklame Kain - 
LRA 

64.71
7.500

,00 

3.500
.000,

00 

4.235
.000,

00 

13.13
3.750

,00 

0,00 33.86
9.500

,00 

0,00 14.99
3.750

,00 

0,00 4.175
.000,

00 

2.925
.000,

00 

10.75
5.000

,00 

0,00 87.58
7.000

,00 

22.86
9.500

,00 

135,3
4 

    

                                                       #DIV/
0! 

    

 4 . 1 . 1 . 
10 

        Pajak Penerangan 
Jalan - LRA 

4.304
.978.
424,0

0 

375.7
15.02
3,00 

376.8
24.39
7,00 

348.6
88.92
9,00 

343.0
20.35
4,00 

373.7
02.04
6,00 

382.1
26.28
4,00 

372.9
93.17
6,00 

363.3
72.33
0,00 

360.7
63.34
3,00 

370.4
34.00
0,00 

378.9
13.85
3,00 

396.4
99.00
2,00 

4.443
.052.
737,0

0 

138.0
74.31
3,00 

103,2
1 

    

 4 . 1 . 1 . 
10 . 01 

          Pajak 
Penerangan 
Jalan Dihasilkan 
Sendiri - LRA 

4.304
.978.
424,0

0 

375.7
15.02
3,00 

376.8
24.39
7,00 

348.6
88.92
9,00 

343.0
20.35
4,00 

373.7
02.04
6,00 

382.1
26.28
4,00 

372.9
93.17
6,00 

363.3
72.33
0,00 

360.7
63.34
3,00 

370.4
34.00
0,00 

378.9
13.85
3,00 

396.4
99.00
2,00 

4.443
.052.
737,0

0 

138.0
74.31
3,00 

103,2
1 

    

                                                             

 4 . 1 . 1 . 
13 

        Pajak Sarang 
Burung Walet - LRA 

22.70
0.000

,00 

1.778
.000,

00 

802.0
00,00 

1.028
.000,

00 

740.0
00,00 

4.016
.000,

00 

1.022
.000,

00 

2.508
.000,

00 

1.856
.000,

00 

812.0
00,00 

2.556
.000,

00 

2.602
.000,

00 

3.032
.600,

00 

22.75
2.600

,00 

52.60
0,00 

100,2
3 

    

 4 . 1 . 1 . 
13 . 01 

          Pajak Sarang 
Burung Walet - 
LRA 

22.70
0.000

,00 

1.778
.000,

00 

802.0
00,00 

1.028
.000,

00 

740.0
00,00 

4.016
.000,

00 

1.022
.000,

00 

2.508
.000,

00 

1.856
.000,

00 

812.0
00,00 

2.556
.000,

00 

2.602
.000,

00 

3.032
.600,

00 

22.75
2.600

,00 

52.60
0,00 

100,2
3 

    

                                                             

 4 . 1 . 1 . 
14 

        Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan - 
LRA 

2.100
.000.
000,0

0 

18.91
4.711

,25 

27.08
3.003

,00 

7.437
.533,

75 

12.22
8.837

,50 

49.16
0.746

,50 

50.10
9.922

,15 

40.65
1.449

,00 

114.8
62.39
8,55 

85.44
3.502

,75 

51.66
0.124

,14 

45.93
7.977

,90 

390.4
78.70
8,18 

893.9
68.91
4,67 

-
1.206
.031.
085,3

3 

42,57     

 4 . 1 . 1 . 
14 . 04 

          Batu Kapur - LRA 0,00 12.27
7.731

,00 

5.380
.096,

00 

3.979
.839,

50 

4.365
.972,

50 

13.92
6.600

,75 

21.22
4.757

,90 

13.43
4.149

,00 

52.91
7.064

,80 

32.58
8.850

,00 

19.08
5.203

,14 

20.36
1.145

,65 

124.8
00.86
8,68 

324.3
42.27
8,92 

324.3
42.27
8,92 

#DIV/
0! 

    

 4 . 1 . 1 . 
14 . 23 

          Pasir dan kerikil - 
LRA 

1.050
.000.
000,0

0 

6.636
.980,

25 

21.70
2.907

,00 

3.457
.694,

25 

7.862
.865,

00 

35.23
4.145

,75 

28.88
5.164

,25 

27.21
7.300

,00 

61.94
5.333

,75 

52.85
4.652

,75 

32.57
4.921

,00 

25.57
6.832

,25 

265.6
77.83
9,50 

569.6
26.63
5,75 

-
480.3
73.36
4,25 

54,25     

 4 . 1 . 1 . 
14 . 30 

          Tanah Liat - LRA 1.050
.000.
000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.050
.000.
000,0

0,00     
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 4 . 1 . 1 . 
15 

        Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan - LRA 

1.314
.931.
579,0

0 

13.08
1.334

,00 

1.534
.848,

00 

0,00 646.0
91,00 

3.321
.045,

00 

1.544
.506,

00 

26.40
8.063

,00 

47.99
0.994

,00 

168.4
46.14
8,00 

148.6
35.84
5,00 

128.6
24.43
6,00 

184.1
20.19
9,00 

724.3
53.50
9,00 

-
590.5
78.07
0,00 

55,09     

 4 . 1 . 1 . 
15 . 01 

          Pajak Bumi dan 
Bangunan 
Pedesaan dan 
Perkotaan - LRA 

1.314
.931.
579,0

0 

13.08
1.334

,00 

1.534
.848,

00 

0,00 646.0
91,00 

3.321
.045,

00 

1.544
.506,

00 

26.40
8.063

,00 

47.99
0.994

,00 

168.4
46.14
8,00 

148.6
35.84
5,00 

128.6
24.43
6,00 

184.1
20.19
9,00 

724.3
53.50
9,00 

-
590.5
78.07
0,00 

55,09     

 4 . 1 . 1 . 
16 

        Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 
- LRA 

1.138
.500.
000,0

0 

141.9
87.80
0,00 

74.25
4.500

,00 

112.7
06.35
0,00 

195.0
57.25
0,00 

41.96
6.900

,00 

132.5
30.50
0,00 

64.66
5.500

,00 

214.1
98.20
0,00 

95.50
2.450

,00 

78.36
8.100

,00 

80.15
1.500

,00 

89.85
2.500

,00 

1.321
.241.
550,0

0 

182.7
41.55
0,00 

116,0
5 

    

 4 . 1 . 1 . 
16 . 01 

          BPHTB - 
Pemindahan Hak 
- LRA 

1.138
.500.
000,0

0 

141.9
87.80
0,00 

74.25
4.500

,00 

112.7
06.35
0,00 

195.0
57.25
0,00 

41.96
6.900

,00 

132.5
30.50
0,00 

64.66
5.500

,00 

214.1
98.20
0,00 

95.50
2.450

,00 

78.36
8.100

,00 

80.15
1.500

,00 

89.85
2.500

,00 

1.321
.241.
550,0

0 

182.7
41.55
0,00 

116,0
5 

    

                                                             

 4 . 1 . 2       Pendapatan 
Retribusi Daerah - 
LRA 

5.333
.161.
250,0

0 

286.9
09.55
0,00 

444.1
35.00
0,00 

371.9
31.55
0,00 

369.2
19.90
0,00 

301.8
48.70
0,00 

283.7
41.00
0,00 

443.0
03.35
0,00 

517.0
50.75
5,00 

1.748
.274.
412,0

0 

1.101
.539.
860,6

5 

370.3
02.40
0,00 

1.621
.349.
256,0

0 

7.859
.305.
733,6

5 

2.526
.144.
483,6

5 

147,3
7 

    

                                                             

 4 . 1 . 2 . 
01 

        Retribusi Pelayanan 
Kesehatan - LRA 

245.4
72.00
0,00 

0,00 3.422
.000,

00 

26.69
8.000

,00 

24.42
6.500

,00 

25.35
7.000

,00 

16.22
4.500

,00 

29.32
0.500

,00 

160.9
56.95
5,00 

1.284
.786.
637,0

0 

673.4
76.62
9,00 

10.31
6.500

,00 

611.0
78.60
6,00 

2.866
.063.
827,0

0 

2.620
.591.
827,0

0 

1167,
57 

    

 4 . 1 . 2 . 
01 . 01 

          Pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas - LRA 

245.4
72.00
0,00 

0,00 3.422
.000,

00 

26.69
8.000

,00 

24.42
6.500

,00 

25.35
7.000

,00 

16.22
4.500

,00 

29.32
0.500

,00 

160.9
56.95
5,00 

1.284
.786.
637,0

0 

673.4
76.62
9,00 

10.31
6.500

,00 

611.0
78.60
6,00 

2.866
.063.
827,0

0 

2.620
.591.
827,0

0 

1167,
57 

    

                                                             

 4 . 1 . 2 . 
02 

        Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ 
Kebersihan - LRA 

358.6
44.00
0,00 

11.82
7.000

,00 

12.45
2.000

,00 

33.79
5.000

,00 

40.11
2.000

,00 

27.29
5.000

,00 

28.52
0.000

,00 

52.10
0.000

,00 

27.99
2.000

,00 

27.06
5.000

,00 

32.98
7.000

,00 

30.56
7.000

,00 

50.43
8.000

,00 

375.1
50.00
0,00 

16.50
6.000

,00 

104,6
0 

    

 4 . 1 . 2 . 
02 . 01 

          Pengambilan/Pe
ngumpulan 
Sampah dari 
Sumbernya ke 
Lokasi 
Pembuangan 
Sementara - LRA 

358.6
44.00
0,00 

11.82
7.000

,00 

12.45
2.000

,00 

33.79
5.000

,00 

40.11
2.000

,00 

27.29
5.000

,00 

28.52
0.000

,00 

52.10
0.000

,00 

27.99
2.000

,00 

27.06
5.000

,00 

32.98
7.000

,00 

30.56
7.000

,00 

50.43
8.000

,00 

375.1
50.00
0,00 

16.50
6.000

,00 

104,6
0 

    

                                                     



49 
 

 
  



50 
 

 
 

 

BIOGRAFI PENULIS 

Aldi adalah nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis Lahir di Lakkading 

pada Tanggal 03 Agustus 1998 dari Pasangan suami istri Bapak 

Suardi dan Ibu Nuraeni. Penulis adalah Anak Pertama dari 4 

Bersaudara dan sekarang Bertempat tinggal di Dusun Lakkading 

Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. 

Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SD 28 Inpres Puttada (lulus tahun 

2011), melanjutkan Pendidikan ke SMP Negri 1 Sendana (lulus tahun 2014), dan SMA 

Negri 1 Sendana (lulus tahun 2016), kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan 

pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2022. 

Selama penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dengan Ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis 

telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir  Tugas Akhir ini. Semoga dengan 

penulisan tugas akhir  Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi saya maupun 

orang lain. 

 

 


	KATA PENGANTAR
	Secara umum pengertian pajak adalah salah satu pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari masyarakat, dan pendapatan tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Menurut Djajadinigrat (2009), pajak dapat memberikan kepada negara sebagian kekayaan yang dis...
	Hal ini dapat dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tidak ada hubungan timbal balik negara secara langsung untuk mengamankan kepentingan umum. Di sisi lain, pajak Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) adalah pembayaran wajib ke negara dan dikenakan ...
	2. Jenis-Jenis Pajak
	Jenis pajak umumnya dibagi menjadi tiga kelompok, dan ketika mengklasifikasikan jenis pajak tersebut, Abdul (2001) mengklasifikasikan jenis pajak sebagai berikut:

	5. Alur Penelitian
	BAB III
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	BAB IV
	Kesimpulan dan saran

